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BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI  BANTUL
NOMOR     53    TAHUN 2009
T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perijinan yang dikelola oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedural yang jelas dan transparan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Perizinan Yang Dikelola Oleh Dinas Perijinan  Kabupaten Bantul;
 

	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; 
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;



M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL   PROSEDUR (SOP) BIDANG PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bantul:
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah:
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul:
4. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu:
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin:
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat:
7. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman bagi aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun sebagai penunjang penyelenggaraan aktivitas di lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku:
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud dan tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Bidang Perijinan yang dikelola oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah :
a. Sebagai pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu; dan
b. Sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
.
BAB III

JENIS DAN PROSEDUR PELAYANAN
Pasal 3
Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan yang dikelola oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul meliputi :

1. Izin Gangguan

2. Izin Mendirikan Bangunan  (IMB)

3. Izin Penggunaan Los

4. Izin Penggunaan Kios

5. Izin Lokasi

6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil

7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah

8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar

9. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

10. Izin Usaha Industri (IUI)

11. Izin Perluasan Industri (IPI)

12. Izin Usaha Hotel Bintang

13. Izin Usaha Hotel Melati

14. Izin Usaha Penginapan

15. Izin Usaha Penginapan Remaja

16. Izin Usaha Pondok Wisata

17. Izin Usaha Taman Rekreasi

18. Izin Usaha Gelanggang Renang

19. Izin Usaha Pemandian Alam

20. Izin Usaha Padang Golf

21. Izin Usaha Kolam Renang

22. Izin Usaha Pemancingan

23. Izin Usaha Gelanggang Permaian dan Ketangkasan

24. Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding/Bowling

25. Izin Usaha Rumah Bilyar

26. Izin Usaha Jasa Karaoke/Cafe

27. Izin Usaha Bioskop

28. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga

29. Izin Usaha Diskotik

30. Izin Usaha Panti Pijat

31. Izin Usaha Mandi Uap

32. Izin Usaha Salon Rias & Rias Pengantin
33. Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran

34. Izin Usaha Teater/Panggung Terbuka

35. Izin Usaha Teater Terbuka

36. Izin Usaha Dunia Fantasi

37. Izin Usaha Teater Satwa & Pentas Pertunjukan Satwa

38. Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta & Rekreasi Air

39. Izin Usaha Pusat Kebugaran/Health Center

40. Izin Usaha Pertunjukan Temporer

41. Izin Usaha Bazar

42. Izin Usaha Restoran

43. Izin Usaha Rumah Makan

44. Izin Usaha Jasa Boga

45. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata

46. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata

47. Izin Usaha Pramuwisata

48. Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata

49. Izin Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata

50. Izin Usaha Konvensi Perjalanan Intensif & Pameran

51. Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

52. Izin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi
53. Izin Usaha Angkutan

54. Izin Trayek

55. Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

56. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)

57. Surat Izin Kerja Perawat (SIK Perawat)

58. Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK Perawat Gigi)

59. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)

60. Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Umum

61. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum

62. Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Gigi

63. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum Gigi

64. Izin Pendirian Balai Pengobatan

65. Izin Penyelenggaran Balai Pengobatan

66. Izin Pendirian BKIA

67. Izin Penyelenggaran BKIA

68. Izin Pendirian Rumah Bersalin

69. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin

70. Izin Pendirian Laboratorium Klinik
71. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik

72. Izin Penyelenggaraan Apotik

73. Izin Penyelenggaraan Toko Obat

74. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum

75. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum

76. Izin Penyelenggaraan BKLN

77. Pelayanan Tanda Daftar :

· Tanda Daftar Gudang (TDG)

· Tanda Daftar Industri (TDI)

· Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

78. Pembayaran pasien lewat satu pintu di RSUD

Pasal 4
(1) System dan prosedur pelayanan meliputi :
b. Tatalaksana pelayanan; dan
c. Standar Operasional Prosedur;
(2) System dan prosedur pelayanan sekurang-kurangnya memuat :
a. Tatacara pengajuan permohonan pelayanan;
b. Tatacara penanganan pelayanan;
c. Tatacara penyampaian hasil pelayanan; dan
d. Tatacara pengaduan pelayanan;
BAB 1V
TATALAKSANA PELAYANAN

Pasal 5

Tatalaksana Pelayanan Bidang Perizinan yang dikelola oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut pada Lampiran I  yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PETA/BAGAN PROSEDUR

Pasal 6
(1) Untuk menjabarkan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dilakukan dengan membuat Peta/Bagan Prosedur.

(2) Peta/Bagan Prosedur menggambarkan langkah operasional lalu lintas dokumen dalam bentuk gambar/simbol.
Pasal 7
Bentuk gambar/simbol yang digunakan dalam Peta/Gambar Prosedur sebagaimana tersebut  pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 8
Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan yang dikelola oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang meliputi jenis, prosedur, persyaratan, sarana dan prasarana, biaya, dan waktu sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.
BAB VII
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 9
(1) Di lokasi pelayanan perizinan wajib disediakan kotak aduan dan saran.

(2) Setiap aduan dan saran harus ditindaklanjuti dalam bentuk penanganan, perbaikan dan peningkatan pelayanan.

(3) Penyelesaian pengaduan diselesaikan oleh tim pengaduan.
(4) Hal-hal yang bersifat kebijakan dikoordinasikan dengan instansi terkait yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
BAB VIII

SANKSI

Pasal 10
Bagi semua pihak yang melanggar Peraturan Bupati ini dapat diberikan sanksi baik kepada pemberi layanan maupun penerima layanan.
Pasal 11
(1) Sanksi kepada petugas pemberi layanan didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Sanksi kepada penerima layanan dapat berupa :
a. Pengembalian berkas permohonan untuk disempurnakan;
b. Penolakan permohonan izin;
c. Peringatan untuk menghentikan aktivitas usaha; dan atau
d. Pencabutan izin yang sudah diterbitkan.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang memberikan izin, baik pada saat masih dalam proses perizinan maupun setelah perizinan dikeluarkan, atas rekomendasi dari SKPD Teknis selaku pengawas/pembina.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12
Pembinaan dan pengawasan atas dikeluarkannya perizinan dilakukan oleh SKPD Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
Persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk masing-masing jenis perizinan didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 14
Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Publik Bidang Perizinan harus memiliki kompetensi sesuai dengan Bidang Perizinan yang ditanganinya.
Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 30 September 2009
BUPATI BANTUL,

M.  IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor
:

Tanggal
:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

             GENDUT SUDARTO
[image: image1.wmf]
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Keterangan Proses :

Proses I :

1. Petugas Loket Informasi menyampaikan informasi berkaitan dengan pelayanan yang dibutuhkan oleh pelanggan;

2. Pemohon mengambil berkas/formulir permohonan di Loket Pendaftaran;

3. Berkas permohonan diisi dan dilengkapi dengan persyaratan, kemudian diserahkan kepada petugas Loket Pendaftaran.

Proses II:

1. Petugas Loket Pendaftaran menerima berkas permohonan dari pelanggan dan melakukan penelitian atas berkas/formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratannya;

2. Setelah berkas diperiksa dan lengkap, petugas loket pelayanan menyerahkan kepada pemohon :

· Bukti penyerahan berkas permohonan

· Kepastian waktu kapan dokumen perizinan  dapat diambil

· Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang didalamnya terdapat besaran biaya perizinan sesuai tarif, yang digunakan sebagai dasar bagi pelanggan untuk membayar, dengan tembusan BPD Cabang Bantul sebagai dasar menarik biaya dari pelanggan dan petugas loket pengambilan izin

( Jika berkas/formulir permohonan belum lengkap persyaratannya, diberikan catatan atas kekurangan atas kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi );

3.  Petugas Pendaftaran mengagendakan permohonan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Bidang Perizinan untuk diberi paraf sebagai bukti berkas telah diterima dan lengkap.
Proses III :

1. Kepala Bidang Perizinan melakukan pemrosesan administrasi yang meliputi pengolahan data atas berkas permohonan yang telah lengkap dan melakukan entry data ke dalam computer dan atau manual untuk dijadikan database;

2. Kepala Bidang Perizinan mencetak dokumen perizinan beserta dokumen kelengkapannya;
3. Dokumen izin dengan dilampiri berkas permohonan disampaikan kepada Kepala dinas Perijinan untuk mendapatkan pengesahan.
Proses IV :

1. Kepala Dinas Perijinan menandatangani dokumen perizinan yang telah disetujui dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Perizinan;

2. Kepala Bidang Perizinan menyerahkan dokumen perizinan dan SKRD kepada petugas loket pengambilan

3. Petugas loket pengambilan menyerahkan dokumen perizinan kepada pelanggan dengan bukti kwitansi pembayaran dari BPD Cabang Bantul;

4. Petugas loket pengambilan membuat rekapitulasi dokumen perizinan pada hari itu dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Perizinan.

B. PELAYANAN PERIZINAN YANG MEMERLUKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN

Keterangan Proses :
Proses I :

1. Petugas Loket Informasi menyampaikan informasi berkaitan dengan pelayanan yang  dibutuhkan oleh pelanggan;

2. Pemohon mengambil berkas/formulir permohonan di Loket Pendaftaran;
3. Berkas permohonan diisi dan dilengkapi dengan persyaratan, diserahkan kepada petugas Loket Pendaftaran.

Proses II :

1. Petugas Loket Pendaftaran menerima berkas permohonan dari pelanggan dan melakukan penelitian atas berkas/formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratannya;

2. Setelah berkas diperiksa dan lengkap, petugas loket pelayanan menyerahkan kepada pemohon :

· Bukti penyerahan berkas permohonan

· Kepastian waktu kapan dokumen perizinan  dapat diambil

· Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang didalamnya terdapat besaran biaya perizinan sesuai tarif, yang digunakan sebagai dasar bagi pelanggan untuk membayar, dengan tembusan BPD Cabang Bantul sebagai dasar menarik biaya dari pelanggan dan petugas loket pengambilan izin

( Jika berkas/formulir permohonan belum lengkap persyaratannya, diberikan catatan atas kekurangan atas kekurangan yang harus dipenuhi dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi );

3.  Petugas Pendaftaran mengagendakan permohonan dan menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Kepala Bidang Perizinan untuk diberi paraf sebagai bukti berkas telah diterima dan lengkap.

Proses III :

1. Kepala Bidang Perizinan mengkoordinir Tim Pemeriksa Lapangan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Bantul yang beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD Teknis terkait yang didasarkan pada Surat Perintah dari Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

2. Tim Pemeriksa Lapangan melakukan pemeriksaan lapangan dan melaksanakan rapat koordinasi Tim untuk :
· Menentukan apakah permohonan diterima atau ditunda atau ditolak.

· Menyajikan data hasil pemeriksaan lapangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

3. Tim Pemeriksa Lapangan menyerahkan BAP kepada Kepala Dinas Perijinan beserta rekomendasi dan besarnya biaya perizinan.
Proses IV :

1. Kepala Dinas Perijinan memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Perijinan untuk dijadikan dasar pemrosesan lebih lanjut.

2. Kepala Bidang Perijinan melakukan entry data ke computer dan atau manual untuk dijadikan database.

3. Kepala Bidang Perijinan mencetak dokumen perizinan beserta dokumen kelengkapannya termasuk SKRD dan menyerahkannya kepada Kepala Dinas Perijinan.
Proses V :

1. Kepala Dinas Perijinan menandatangani dokumen perizinan yang telah disetujui dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Perizinan untuk diagendakan;

2. Kepala Bidang Perizinan menyerahkan dokumen perizinan dan SKRD kepada petugas loket pengambilan yang didalamnya terdapat besaran biaya perizinan, yang digunakan oleh pelanggan sebagai dasar untuk membayar, dengan tembusan BPD Cabang Bantul sebagai dasar menarik biaya dan Petugas Loket Informasi; 
3. Petugas Loket Pengambilan menyerahkan SKRD kepada Pelanggan yang digunakan sebagai dasar untuk membayar biaya perizinan ke BPD Cabang Bantul;

4. Petugas loket pengambilan menyerahkan dokumen perizinan kepada pelanggan dengan bukti kwitansi pembayaran dari BPD Cabang Bantul;

5. Petugas loket pengambilan membuat rekapitulasi dokumen perizinan pada hari itu dan menyerahkan kepada Kepala Bidang Perizinan.
BUPATI BANTUL,

    M. IDHAM SAMAWI
LAMPIRAN II  PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR  53     TAHUN 2009

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2009
SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM PETA/BAGAN PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN YANG DIKELOLA OLEH DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL

	NO
	SIMBOL
	ARTI

	1

	
	Dimulai atau berakhirnya suatu operasi/kegiatan

	2

	
	Pelaksanaan suatu operasi

	3

	
[image: image2]
	Dokumen/formulir/kertas kerja yang hanya satu lembar saja 

	4

	
[image: image3]
	Dokumen/formulir/kertas kerja yang terdiri dari beberapa lembar

	5

	
[image: image4]
	Pengambilan keputusan

	6

	
	Arah gerak dokumen/formulir/kertas kerja atau menunjukkan urutan operasi

	7

	
[image: image5]
	Dokumen disimpan/arsip

	8

	
[image: image6]
	Berpindahnya suatu sistem/prosedur ke sistem/prosedur yang lain


BUPATI BANTUL,
     M. IDHAM SAMAWI
































































Cetak Dokumen





Permohonan diterima.


Dilakukan penghitungan biaya





Permohonan ditunda.


Diberi waktu melengkapi syarat 








Permohonan Ditolak





Rapat Tim Pemeriksa Lapangan, untuk Rekomendasi :


1.Ditolak


2.Ditunda


3.Diterima 








Pemeriksaan Lapangan dengan Tim Pemeriksa





Entry Data ke Komputer





Berkas Tidak Lengkap





Berkas Lengkap











Berkas diterima Petugas








Pemeriksaan Berkas





























Penyerahan Berkas Permohonan























Entry Data ke Komputer





Berkas Tidak Lengkap














Penyerahan berkas permohonan




















Berkas diterima petugas











Pemeriksaan Berkas





LAMPIRAN I


PERATURAN BUPATI  BANTUL 


NOMOR   53     TAHUN 2009


TANGGAL  30 SEPTEMBER 2009
































Berkas Lengkap
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Proses Tanda    Tangan Pejabat





Pembayaran di


Kas Daerah





Agenda/


Administrasi Dokumen





Penyerahan Dokumen/


Ijin





Proses 1





Proses 2





Proses 3





Proses 4





Proses 5





Proses 6





Proses 7





Proses 8





Proses 9





Proses 10





Hitung Biaya Retribusi


Cetak SKRD





Cetak Dokumen





Tanda Tangan Dokumen oleh Pejabat





Pembayaran di Kas Daerah





Agenda/


Administrasi  Dokumen 





Penyerahan Dokumen/Ijin





Catatan berkas tidak lengkap





SKRD





Tanda bukti terima berkas





Proses 1





Proses 2





Proses 3





Proses 4





Proses 5





Proses 6





Proses 7





Proses 8





Proses 9





Tanda bukti terima berkas





Catatan berkas tidak lengkap





SKRD
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